BABYV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan tuntutan nafkah pasca
perceraian berdasarkan gugatan Rekonvensi pada putusan Nomor
352/Pdt.G/2024/PA.Pyk didasarkan pada aspek yuridis, fakta
persidangan, dan kemampuan ekonomi suami. Hakim tidak serta
merta mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi,
melainkan terlebih dahulu menilai alat bukti yang diajukan para
pihak, keterangan saksi, kondisi ekonomi Pemohon, Tergugat
Rekonvensi, serta kebutuhan yang wajar bagi istri dan anak-anak.
Berdasarkan hasil pembuktian tersebut, hakim menetapkan nafkah
iddah sebesar Rp6.000.000, mut’ah sebesar Rp12.000.000, nafkah
madhiyah sebesar Rp20.000.000, dan nafkah hadhanah untuk 3 orang
anak Rp3.000.000 setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan
dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa.
Penetapan tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip
keadilan, kepatutan, dan keseimbangan antara hak istri dan anak
dengan kemampuan finansial sesuai pasap 41 UndangUndang Nomor
1 Tahun 1974, Pasal 149 KHI, serta: SEMA Nomor 3 Tahun 2018.
Dengan demikian teori pembuktian yang digunakan dalam
pertimbangan hakim cendrung mengarah pada teori pembuktian
bebas yang tetap berpedoman pada alat bukti yang sah dan keyakinan
hakim.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan nafkah pasca perceraian
dalam putusan Nomor 352 /Pdt,G/2024/PA.Pyk menunjukkan bahwa
putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam.
Kewajiban pemberian nafkah iddah, mut’ah, nafkah madhiyah dan
nafkah hadhanah memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur’an, Hadis,

serta Kompilasi Hukum Islam. Namun, apabila ditinjau lebih lanjut

59



60

dari perspektif hukum Islam, khususnya berdasarkan prinsip
kemampuan (al-qudrah) dalam pemberian nafkah, penetapan besaran
nafkah dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan
asas keadilan yang diajarkan syariat Islam. Fakta persidangan
menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya memiliki
penghasilan sekitar Rp100.000 per hari atau kurang lebih
Rp3.000.000 per bulan. Sementara itu, hakim menetapkan kewajiban
pembayaran nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, dan nafkah
hadhanah dengan nominal yang relatif besar jika dibandingkan
dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi. Kondisi tersebut
menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara besaran nafkah yang
dibebankan dengan kemampuan riil pihak yang berkewajiban
membayarnya. Selain itu, ditinjau dari konsep pembuktian, hak-hak
nafkah yang dituntut oleh Termohon Rekonvensi memang telah
terbukti dan memiliki dasar hukum yang kuat untuk dikabulkan. Akan
tetapi, fakta mengenai kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi
yang juga telah terungkap dan terbukti dalam persidangan
seharusnya memperoleh pertimbangan yang lebih proporsional
dalam menentukan nominal nafkah.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan

beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Hakim Pengadilan Agama, hendaknya terus mempertahankan
dan meningkatkan kualitas pertimbangan hukum dalam perkara
nafkah pasca perceraian dengan lebih menggali fakta mengenai
kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan riil istri serta anak. Hal
ini penting agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan
rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pihak

2. Kepada Akademisi dan peneliti selanjutnya, peneitian ini dapat

dijadikan sebagai bahan referensi untuk mengembangkan kajian
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mengenai nafkah pasca perceraian, khususnya mengenai efektifitas
pelaksanaan putusan dan kekuatan pembuktian dalam berperkara

Kepada mahasiswa Hukum Keluarga, penelitian ini diharapkan dapat
menjadi sumber pembelajaran dalam memahami praktik
penyelesaian sengketa perceraian melalui gugatan Rekonvensi serta
meningkatkan kemampuan analisis terhadap pertimbangan hakim

dan penerapan hukum islam.
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